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BAB V 

SIMPULAN 

A. Simpulan 

1. Upaya hukum wahyuningsih adalah dengan melakukan permohonan 

pengajuan Peninjauan Kembali, dengan kondisi melakukan pendekatan 

keperdataan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, mengingat 

adanya kekosongan Hukum ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-

undang 13 Tahun 2003  juncto UU Ciptakerja , khususnya terkait frasa 

alasan efisiensi untuk memberikan PHK pada tenagakerja. Disarankan 

agar Wahyuningsih dapat mengajukan upaya hukum permohonan 

peninjauan kembali lebih menekankan pada ranah keperdataan yaitu ganti 

rugi selama upah proses pembayaran pesangon yang dimohonkan dalam 

petitum atau memori peninjauan kembali 

2. Peradilan hubungan Industrial tidak dapat mempertimbangkan perkara 

Wahyuningsih, dengan menggunakan penafsiran hukum yang terdapat 

dalam Undang-undang Cipta Kerja, terutama dalam hal ketentuan norma 

yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 

ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini 

tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan 

Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap). Selain itu UU Cipta Kerja 

pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma 
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yang merugikan hak konstitusional wahyuningsih untuk mendapatkan 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja. 
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